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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran 

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 

Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018: 

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APS5 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah: 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai :i 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890), 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569), 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tar «: 

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon: 

Nomor 3688): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neg: : 

yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negeri 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
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. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Necara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4310), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421): 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera" 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah3 | 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tela! 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4938): 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan 

Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3952), 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repuh':k 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubi:! 

Indonesia Nomor 4165),
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'Pemerintah Nomor 0 tentang Tatacara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4027), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090): 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diusan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubah»n 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protoks:er 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Repuc ' 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repui" 

Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ata: 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD: 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502): 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20” 5 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nas..wi 

4576), 



30. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahur 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577), 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengekiaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4CCS 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578), 

32 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614), 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD 

sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016, 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

| 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

| Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun «5, 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 tenta" g 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun Anggaran 2018, 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

Anggaran 2018 sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. 1.014.399.678.946,00 

b. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 3.846.943.909,00) 

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.010.552.735.037,00 

2. Belanja



(1) 

(3) 

Kena Pe Y AN Ppap MATAN MPA 

a. Semula 
b. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Pasal 2 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 

setelah perubahan 

pendapatan : 

a. Pajak Daerah 
1) Semula Rp. 10.675.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 10.675.000.000,00 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula Rp.  6.150.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.  6.150.000.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula Rp. 750.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. - 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan setelah perubahan Rp. 750.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1) Semula Rp. 63.149.733.925,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. - 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

setelah perubahan Rp. 63.149.733.925,00 

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan : 

—
 

Rp. 1.016.570,468.829.00- 
Rp. — 15.926.561.33844 
Rp. 1.032.497.030,165,44 
(Rp. 21.944.295.128 44) 

Rp. 17.170.789.883,00 

Rp. 18.773.505.245,44 
Rp. 35.944.295.128,44 

Rp. 15.000.000.000,00 
(Rp. 1.000.000.000,00) 

Rp.  14.000.000.000,00 

Rp. 21.944.295.128,44 

Rp. 0,00 

Rp. 80.724.733.925,00 

Rp. 0,00 

Rp. 80.724.733.925,00 

Rp. 716.280.479.000,00 
(Rp. 3.135.155.309,00) 
Rp. 713.145.323.691,00 

Rp. 217.394.466.021,00 
(Rp. 711.788.600,00) 

Rp. 216.682.677.421,00 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 



(1) 

(2) 

a. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak 
1) Semula Rp. 11.440.172.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. - 

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 
setelah perubahan Rp. 11.440.172.000,00 

Dana Alokasi Umum 

1) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 

Dana Alokasi Khusus 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 

Rp. 487.244.817.000,00 

Rp. - 
Rp. 487.244.817.000,00 

Rp. 217.595.490.000,00 
(Rp. 3.135.155.309,00) 
Rp. 214.460.334.691,00 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 
1) Semula Rp. 33.229.400.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.038.400.000,00) 
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 32.191.000.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah lainnya 
1) Semula Rp. 16.860.984.709,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. - 

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 
pemerintah lainnya setelah perubahan Rp. 16.860.984.709,00 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1) Semula Rp. 34.250.000.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. - 
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan Rp. 34.250.000.000,00 

d. Pendapatan Lainnya 
1) Semula Rp. 133.054.081.312,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 326.611.400,00 

Jumlah Pendapatan Lainnya Rp 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri : 

a. Belanja Tidak Langsung 

.133.380.692.712,00 

. 505.170.569.761,00 
990.550.410,18 

. 506.161.120.171,18 

. 511.399.899.068,00 
14.936.010.926,26 

1) Semula Rp 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 

b. Belanja Langsung | 
1) Semula Rp 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 

belanja : 

a. Belanja Pegawai 

526.335.909.994,26 

1) huruf a terdiri dari jenis 

1) Semula Rp. 316.439.796.575,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.246.102.658 18 
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 317.685.899.233 18 

b. Belanja Hibah 

.. 1.576.670.000,00 
115.000.000,00 

1) Semula Rp 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 

c. Belanja Bantuan Sosial 

.. 1.691.670.000,00



aan Beamba Anang 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan! Rp. 3.853.200.000,00 

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 
dan Partai Politik 
1) Semula Rp. 175.991.367.986,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 669.447.752,00 
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 
Desa dan Partai Politik setelah perubahan Rp. 176.660.815.738,00 

f. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula Rp. 619.535.200,00 
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 350.000.000,00) 
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 269.535.200,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan 

1) Semula h Rp. 17.170.789.883,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 18.773.505.245 44 
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 35.944.295.128,44 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp.  15.000.000.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.000.000.000,00) 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.  14.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 
1) Semula Rp. 17.170.789.883,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 18.773.505.245 44 
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya 
setelah perubahan Rp. 35.944.295.128 44 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.  1.000.000.000.00) 
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
setelah perubahan Rp.  14.000.000.000,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tida: 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD: 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi SKPD: 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan: 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah 
dan organisasi SKPD, program, dan kegiatan: 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengeloalaan keuangan negara: 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 

7. Lampiran VII Daftar Perubahan piutang daerah:



9. Lampiran IX ate 

10. Lampiran X Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Suwawa 
pada tanggal 16 Oktober 20 

BUPAT/BONE | 

HAMIM PO 

Diudangkan di Suwawa 

Pada tanggal 16 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Ir. H.ISHAK NTOMA. M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 
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